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Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk memenuhi
kewajiban Bank dalam hal melaksanakan tata kelola yang baik sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi
Bank Perkreditan Rakyat dan Surat FEdaran Otoritas Jasa Keuangan nomor
5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada PT.
BPR KITA yang tercermin dari governance system yang mencakup Governance
Structure, Governance Process dan Governance Output pada 11 (sebelas) factor yang

dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen
untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate
Governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari

sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam Good Corporate Governance.

Penilaian Good Corporate Governance dilakukan dengan metode self assessment
berdasarkan laporan-laporan dan data pendukung lainnya. Selain itu, laporan ini
diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja
Bank, tingkat kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta
pelaksanaan prinsip dasar Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan. Prinsip tata kelola perusahaan yang
baik merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh bagi Bank terutama BPR

dalam menjalankan aktivitas operasionalnya ditengah persaingan bisnis.



Pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance selama tahun

2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :
A. Kebijakan Tata Kelola

PT. BPR KITA dalam rangka menciptakan terlaksananya prinsip-prinsip tata
kelola yang baik dan benar, telah membuat kebijakan tata kelola secara tertulis
yang mengatur tentang beberapa hal penting dalam rangka menciptakan praktik-

praktik perbankan yang sehat, antara lain meliputi 11 faktor :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi

2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite-komite
4. Penanganan benturan kepentingan

5. Penerapan fungsi kepatuhan

Penerapan fungsi audit intern
Penerapan fungsi audit ekstern

Penerapan manajemen risiko dan system pengendalian intern
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Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana Bisnis BPR

11. Transparansi keuangan dan non keuangan

B. Aspek-aspek Cakupan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
1. Komitmen Tata Kelola (Governance Commitment)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan
dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan
prinsip GCG (Good Corporate Governance) dan nilai-nilai yang dianut oleh
Bank ‘yaitu : semangat (passion), dapat diandalkan (reliable), integritas
(integrity), dinamis (dynamic) dan menjadi yang terbaik (excellent) menjadi

dasar bagi komitmen tata kelola di PT. BPR KITA. Komitmen tersebut
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diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja,
kualitas sumber daya manusia serta kepatuhan terhadap peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku.

. Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

PT. BPR KITA telah memiliki struktur tata kelola yang memadai untuk
melaksanakan tata kelola yang baik. Jumlah, komposisi, kompetensi Dewan
Komisaris dan Direksi sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha PT.
BPR KITA. Penunjukannya telah sesuai dengan ketentuan dan melalui RUPS.
Struktur tata kelola diperkuat dengan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang
pengangkatannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan
tugas dan tanggungjawab serta memiliki pedoman kerja tertulis sebagai

landasan kerja.

Agar tata kelola dapat berjalan dengan baik, PT. BPR KITA telah membuat
kebijakan dan prosedur yang lengkap dan sesuai dilakukan proses pengkinian
serta disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut
disampaikan secara (ransparan kepada seluruh pegawai secara langsung
melalui sosialisasi. Seluruh unit kerja telah memiliki tugas pokok dan fungsi
yang jelas yang tertuang pada job description dan pedoman kerja sesuai dengan

struktur organisasi.

Selain kelengkapan kebijakan dan prosedur, aktivitas Bisnis Bank juga
didukung dengan system informasi manajemen yang memadai yang
memudahkan semua pegawai mendapatkan data yang akurat, tepat waktu
untuk pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan instansi lainnya yang terkait dengan aktivitas Bank.



3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi
didalam struktur organisasi dan yang dapat menentukan arah kebijakan
perseroan kedepan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS
Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.BPR KITA di tahun 2018
dilaksanakan pada tanggal 24 Marct 2018 dengan agenda sebagai berikut :

- Laporan pertanggungjawaban Direksi periode laporan tahun 2017
- Pengesahan laporan keuangan Neraca Laba/Rugi tahun 2017

- Penetapan Akuntan Publik 2018

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.BPR KITA di tahun
2018 dilaksanakan 3 (tiga) kali yakni:

a. RUPS pada hari Jumat, 19 Januari 2018 dengan agenda sebagai berikut :
- Penunjukan Tambahan Calon Komisaris PT. BPR Kita
- Perpanjangan Sewa Gedung Kantor Pusat

- Pembayaran Tunjangn Hari Raya Nyepi Tahun 2018

b. RUPS pada hari Rabu, 14 November 2018 dengan agenda sebagai berikut
- Modal Inti Bank
- Pembagian kerja dan waktu kerja Dewan Komisaris
- Core Banking (program Akutansi) BPR

- Peremajaan Kendaran Operasional

c. RUPS pada hari Rabu, 14 November 2018 dengan agenda sebagai berikut :
- Pembagian Deviden dari laba tahun 2017 untuk pemenuhan modal
" dasar perseroan
- Peremajaan kendaraan kantor

- Pembagian THR kepada pengurus dan karyawan



4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

PT.BPR KITA telah menerapkan ketentuan mengenai Good Corporate
Governance (GCG) pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan

Komisaris :

a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima
milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan
Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
PT.BPR KITA saat ini memiliki 2 (dua) orang anggota Dean Komisaris,

dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris
No Jabatan Nama
1 |Komisaris Utama Ir. Victoria Mardiana
2 |Komisaris Ida Ayu Indah Utami Dewi.SE.M.Si

b. Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) sesuai dengan ketentuan;

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan
baik, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan
usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan,
kebijakan manajemen risiko serta permohonan kredit untuk pihak terkait.
Dewan Komisaris juga dapat memberikan masukan kepada Direksi dalam
rangka menyukseskan rencana bisnis bank PT. BPR KITA yang tuangkan

dalam laporan evaluasi rencana bisnis bank.

Selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali
rapat sesuai ketentuan dalam POJK nomor 4/POJK.03/2015 pasal 35 tentang
penerapan tata kelola bagi BPR yang terdiri dari:

a. Rapar ke-1 pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dengan materi utama
rapat adalah:

- Pelaksanaan dan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulan [
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- Isu-isu strategis BPR

- Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR

b. Rapat ke-2 pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 dengan materi utama
rapat adalah:
- Pelaksanaan dan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulan I1
- Isu-isu strategis BPR

- BEvaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR

c. Rapat ke-3 pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 dengan materi utama
rapat adalah:
- Pelaksanaan dan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulan III
- Isu-isu strategis BPR
- Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR

- Evaluasi dan realisasi rencana bisnis BPR

d. Rapat ke-4 pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 dengan materi
utama rapat adalah:
- Pelaksanaan dan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulan IV
- Isu-isu strategis BPR
- Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR

5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PT. BPR KITA berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari seorang
Direktur Utama dan seorang Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan, dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Anggota Direksi
No Jabatan Nama
1 [Direktur Utama Agus Prima Wardana DP,SE.M.M
2  |Direktur Kepatuhan Ir. I Gede Made Jaya Danu,M.M




Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga professional yang memiliki
pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan
dan kepatutan (Fit and Proper Test). Seluruh anggota Direksi tidak
memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Dircksi atau Pejabat

Eksekutif pada Bank. perusahaan dan/atau lembaga lainnya.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai
dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan, antara lain :

- BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima
puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang
anggota Direksi;

- Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota/Kabupaten yang
sama, atau Kota/Kabupaten yang berada pada provinsi yang sama, atau
Kota/Kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan
kota/kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat BPR;

- Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan
rekomendasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS;

- Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun
di bidang operasional perbankan;

- Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain
yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;

- Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama,
memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal
disetor pada PT.BPR KITA maupun pada suatu perusahaan lainnya;

- Telah memiliki pedoman dan tata tertib yang berisi tata tertib kerja
termasuk etika kerj e;, waktu kerja dan rapat Direksi;

- Tidak menggunakan penaschat perorangan dan/atau jasa professional
.sebagai konsultan;

- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;



- Telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan

dari Otoritas Jasa Keuangan.
Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama

Direktur Utama telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai
kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT. BPR KITA dan
bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. antara

lain:

- Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah
maupun tahunan dan disampaikan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank
untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan
dalam RUPS sebelum diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;

- Menetapkan kebijakan pelaksanaan Good Corporate Governance
(GCG) dan mencanangkan komitmen integritas serta memastikan
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank
pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;

- Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara
transparan;

- Direktur Utama mengangkat pejabat eksekutif yang menangani
operasional dalam bentuk Asisten Direksi, pejabat eksekutif audit
internal, Kabag Kredit dan Marketing, Kabag TI dan pelaporan, Kabag
Operasional dan Umum serta Kepala Kantos Kas;

- Menindaklanjuti hasil temuan audit internal, audit eksternal dan hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas
lain;

- Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan

“kepatuhan Bank secara periodic/terus menerus;
- Membuat laporan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara

transparan:



- Mempertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Dewan

Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.

Tugas dan Tanggungjawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi

Kepatuhan

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran
dasar PT. BPR KITA dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan

kepengurusan Bank. antara lain:

- Bertanggung jawab menetapkan langkah — langkah yang diperlukan
untuk memastikan BPR telah memenuhi peraturan Otorias Jasa
Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain dalam rangka
pelaksanaan prinsip kehati — hatian;

- Memantau dan menjaga kegiatan BPR tidak menyimpang dari kegiatan
perundang — undangan;

-  Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen
yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan
Bank;

- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang
akan ditetapkan oleh Direksi;

- Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;

- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan
yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari peraturan
perundang-undangan dan perbankan yang berlaku;

- Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam
kantor, termasuk pada semua unit kerja;

- “Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama

neraca dan perhitungan rugi/laba perusahaan;



Mengadakan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan tata kerja sesuai dengan ketentuan organisasi;
Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pemasukan pendanaan baik
berupa Tabugan dan Deposito:;

Melaksanakan tugas-tugas lainnya sepanjang masih dalam ruang
lingkup tugas dan fungsinya sebagai Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan Perusahaan;

Direktur Yang membawahkan fungsi kepatuhan membawahi langsung
pejabat eksekutif manajemen risiko, pejabat eksekutif fungsi kepatuhan
dan pejabat eksekutif APU PPT.

Pengawasan atas kepatuhan unit kerja/pegawai dalam menerapkan

program APU dan PPT.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk

meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan

tanggungjawabnya. Training/seminar yang dikuti oleh Direksi adalah

sebagai berikut:

Jabatan Nama Nama Pelatihan Penyelenggara
Direktur Agus Prima Wardana Perbarindo DPK
= 2
e DP.SE.MM 1. Pembahasan POJK No.45/POJK.03/2017 Badiing
2. Penanganan Kredit Bermasalah BPR Lestari Bali
3. Sosialisasi solusi untuk digital mikro
banking Perbarindo Bali
4. Hipno Selling Dedy Siswanto
5. Implementasi gugatan sederhana Perbarindo Bali
6. Kupas tuntas penyelesaian kredit NPL
pada BPR melalui upaya litigasi dan non
litigasi PT.BPR Kanti
: Perbarindo DPK
7. Change Management Suatindo
= Badung
Direktur ir. | Gede Made Jaya 1. Toiten i et
Kepatuhan [Danu i S Lucas Muliawan
2. Hipno Selling Dedy Siswanto
3. Klinik hukum penyelesaian kredit OIK
bermasalah
4. Fintech Day OJK
Perbarindo DPK
5. Change Management Bakig
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Rapat Direksi

Setiap pengambilan kebijakan oleh Anggota Direksi yang selanjutnya
dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPR KITA

Setiap rapat Direksi dihadiri oleh semua Direksi dengan agenda
pembahasan adalah terkait dengan bisnis dan pengembangan usaha serta

manajemen risiko dan operasional PT. BPR KITA.
6. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat
merugikan PT.BPR KITA atau mengurangi keuntungan PT. BPR KITA dan
wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap
keputusan. Selama tahun 2018 tidak terdapat transaksi ataupun tindakan yang
mengandung benturan kepentingan, PT. BPR KITA mampu menghindari

transaksi ataupun tindakan yang mengandung potensi benturan kepentingan.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern
a. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

Dalam menerapkan Fungsi Kepatuhan, PT. BPR KITA telah memiliki
anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, yang telah
disetujui oleh OJK dan berlaku efektif di bulan Maret tahun 2017. Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan telah cukup menetapkan langkah-
langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian,
memantau dan menjagé agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari
ketentuan serta memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh
peijanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank Kepada Otoritas Jasa

Keuangan dan/atau Lembaga Otoritas yang berwenang.
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b. Pejabat Eksekutif Kepatuhan

Sesuai dengan ketentuan POJK nomor 04/POJK.03/2015 tentang
Pencrapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan, PT. BPR KITA telah
menunjuk pejabat  eksekutif yang independen terhadap satuan kerja
operasional untuk membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan SK
Direksi nomor 018/SK.DIR/IV/2017 tanggal 12 April 2017 perihal

pengangkatan pejabat eksekutif fungsi manajemen ririko dan kepatuhan.

Pejabat Kepatuhan tersebut bertanggungjawab secara langsung kepada
Direktur Kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja dan prosedur

kepatuhan.
¢. Pejabat Eksekutif Audit Intern

PT. BPR KITA telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang
independen terhadap fungsi operasional berdasarkan SK Direksi nomor
007/SK.DIR/I/2017 tanggal 01 Februari 2017 perihal pengangkatan

pejabat eksekutif satuan pengawas intern.

Pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi
audit intern secara umum bertugas dan bertanggungjawab untuk

memastikan bahwa :

- Pengawasan operasional Bank baik dari tingkat kepatuhan
(compliance) maupun dari tingkat pelaksanaan operasional yang
mencakup perencaﬂaan, pelaksanaan telah dilaksanakan sebagaimana
mestinya;

5 Pengawasan dan sekaligus melakukan analisis dan penilaian dibidang
keuangan, akutansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit

dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
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- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan
meningkatkan efisien penggunaan sumber daya dan dana;

- Melakukan audit investigasi atas beberapa temuan Otoritas Jasa
Keuangan yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti.

- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang
kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi

audit intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan dalam

menjalankan pekerjaannya berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.

Berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan di tahun 2018, PT. BPR
KITA telah menjalankan hal-hal sebagai berikut :

- Menyediakan dan menambah sumber daya yang memadai untuk
menyelesaikan tugas secara efektif;

- Menjalankan training pelaksanaan program APU-PPT maupun
sosialisasi peraturan-peraturan yang terbaru kepada seluruh karyawan;

- Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah;

- Memonitor pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan
pihak otoritas lainnya

- Optimalisasi system pengendalian intern dan berjalannya fungsi audit
internal dalam setiap setiap jenjang organisasi;

- Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal PT.BPR
KITA sesuai dengan kebijakan;

- Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal PT.
BPR KITA.

- - Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Rasio gaji Komisari yang tertinggi dan terendah =1.25
“Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah =125
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah =545

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai yang tertinggi= 2.08



Secara rinci adalah sebagai berikut :

No Jabatan G?lji (le rupiah) per bulan
Tertinggi Terendah
1 [Komisaris Rp 8,440,000 | Rp 6,752,000
Direksi Rp 26,100,000 | Rp 20,880,000
3 |Pegawai Rp 12,528,000 | Rp 2,300,100

- Jumlah permasalahan Hukum dan upaya penyelesaiannya :
Sampai sejauh ini belum terdapat permasalahan/sengketa Hukum yang
berakhir pada proses Hukum di PT.BPR KITA.

d. Fungsi Audit Ekstern

Pada tahun 2018 PT. BPT KITA telah menunjuk Kantor Akuntan Publik
(KAP) Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & rekan yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan untuk melaksanakan audit laporan keuangan sccara
independen. Penunjukan KAP Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & rekan telah
memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,
standar professional akuntan public dan komunikasi antara OJK dan KAP

dan telah mendapat persetujuan RUPS.

KAP Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & rekan telah menyampaikan hasil
audit dan management letter kepada PT. BPR KITA tepat waktu dan hasil
audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

PT. BPR KITA telﬁh menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang
disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha
serta kemampuan Bank déngan berpedoman pada persyaratan dan tata cara
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan

manajémen risiko bagi BPR.
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9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

PT. BPR KITA telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana
dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum
pemberian kredit BPR. Kebijakan tentang BMPK PT. BPR KITA adalah

mengacu pada ketentuan :

a. Pinjaman kepada seluruh pihak terkait sebagaimana diatur dalam pasal 5
PBI nomor 11/13/PBI/2009 adalah ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari modal inti BPR dan wajib memperoleh persetujuan dari 1

(satu) orang Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;

b. Pinjaman kepada | (satu) peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling
tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal inti BPR dan diputuskan oleh

loan committee kredit;

¢. Pinjaman kepada 1 (satu) kelompok peminjam pihak tidak tekait ditetapkan
paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal inti BPR dan diputuskan

oleh loan committee kredit;

d. Dewan Komisaris PT. BPR KITA secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan
BMPK, baik penyampaian secara berkala laporan BMPK kepada Otoritas
Jasa Keuangan, pelanggaran BMPK maupun pelampauan BMPK.

e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan peminjam tidak terkait posisi
Desember 2018 adalah sebagai berikut :

= Jumlah
No Penyediaan Dana Debitur e
1 |Kepada Pihak terkait 16 Rp 1,196,785,000
2 |Kepada Pihak Teidak Terkait :
a. Individu 456 Rp 40,213,105,226
b. Kelompok 0
Jumlah 472 Rp 41,409.890,226




10. Rencana Bisnis PT. BPR KITA

PT. BPR KITA telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang mencakup rencana

strategis jangka pendek., rencana strategis jangka menengah serta rencana

strategis jangka panjang dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada

Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur

mengenai rencana bisnis BPR. Beberapa langkah strategis Bank dalam

penyusunan rencana bisnis BPR di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek

Tetap memperhatikan faktor eksternal dan internal, serta prinsip kehati-

hatian (prudential banking) serta asas perbankan yang sehat;

Tetap mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada dan dalam jangka
pendek akan memperbaiki komposisi dana dari dana dengan harga
mahal ke dana dengan harga yang lebih murah, salah satunya adalah
dengan meningkatkan dana tabungan schingga biaya dana akan lebih
murah. Rencana yang dilakukan dalam penghimpunan dana adalah
dengan cara cross selling memberlakukan tabungan wajib kepada
debitur dan memberikan souvenir kepada penabung baru. tetap menjual

produk tabungan Kita yang sudah ada;

Meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan sehingga lebih
ahli dan professional pada bidang tugasnya, melalui pelatihan dan

pendidikan secara berkesinambungan dan terus menerus.

Tetap menjaga pertumbuhan dan kualitas kredit yang sehat dan
melakukan  perbaikan/penyelesaian  kredit  bermasalah  serta
mempertahankan zero NPL untuk kredit baru.

b. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah
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- Peningkatan laba setiap tahunnya dan tidak melakukan pengambilan
deviden. Akan meningkatkan permodalan karena penambahan modal

dilakukan dengan cara organic;

- Penerapan tata kelola BPR atau Good Corperate Governance (GCG)
yang baik dan benar didalam menjalankan bisnis industri perbankan
yang semakin kompetitif serta penerapan manajemen risiko BPR

melalui peningkatan kompetensi bagi pejabat eksekutif yang ditunjuk.
¢. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang

- Meningkatkan kemampuan karyawan terhadap kemajuan teknologi,
untuk mempercepat proses kredit maka akan disinergikan dengan

digital banking sehingga proses kredit akan lebih cepat;

- Memperbesar porsi penyaluran kredit usaha mikro yang saat ini

mencapai 60%-65% menjadi 70%-75%.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
PT. BPR KITA menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan
cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai

transparansi kondisi keuangan BPR.

PT. BPR KITA telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk
dan/atau jasa layanan dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman
pada persyaratan dan tata cara seperti telah diatur dalam ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sector jasa
keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi
produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. PT. BPR KITA juga telah
menyusun laporan tahunan dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa

Keuangan serta mempublikasikan laporan tahunan dan laporan publikasi
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12.

secara tepat waktu baik kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun melalui media

massa.

Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dapat diakses

melalui website resmi PT. BPR KITA di alamat www.bprkita.com.

Penilaian Sendiri (Self Assesment) Terhadap Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan analisis terhadap seluruh criteria/indikator penilaian hasil self

assesement pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR KITA

periode Desember 2018, dapat disampaikan peringkat masing-masing per

faktor adalah sebagai berikut:

No Aspek Yang Dinilai Bobot Nilai
I Pc?Eaksa_maan Tugas dan Tanggungjawab 20.00% 0.25
Direksi
, Pelaksanaan _Tug:as dan Tanggungjawab 15.00% 027
Dewan Komisaris
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau
Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki
3 |modal inti paling sedikit Rp 0.00% 0
80.000.000.000 (delapan puluh milyar
rupiah)
4 |Penanganan Benturan Kepentingan 10.00% 0.10
5 [Penerapan Fungsi Kepatuhan 10.00% 0.12
6 |Penerapan Fungsi Audit Intern 10.00% 0.12
7 |Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2.50% 0.03
3 Pgnerapan Manaj:.imcn Risiko termasuk 10.00% 0.17
Sistem Pengendalian Intern
9 |Batas Maksimum Pemberian Kredit 7.50% 0.08
10 |Rencana Bisnis BPR 7.50% 0.08
1 Transparansﬂi Kondisi Keuangan dan Non 750% 0.08
Keuangan, Serta Pelaporan Internal
Nilai Komposit 100.00% 1.28
Predikat Komposit Sangat Baik
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Tabel : Peringkat Komposit

Nilai Komposit Predikat Komposit
1.0 < Nilai Komposit < 1.8 Sangat Baik
1.8 < Nilai Komposit < 2.6 Baik
2.6 < Nilai Komposit < 3.4 Cukup Baik
3.4 < Nilai Komposit < 4.2 Kurang Baik
4.2 < Nilai Komposit <5 Tidak Baik

Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

Dengan ini PT. BPR KITA berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata
kelola (Good Corporate Governance - GCG) perusahaan yang baik dengan
menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang

organiasasi.

Berdasarkan hal tersebut, self assessment pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG) PT. BPR KITA periode Desember 2018 mencerminkan
bahwa manajemen telah melakukan penerapan tata kelola/Good Corporate
Governance (GCG) dengan baik dengan nilai self assessment adalah sebesar
1.28 (satu koma dua puluh delapan) dengan predikat Sangat Baik. Apabila
ada kelemahan dalam penerapan tata kelola tersebut, akan dilakukan
perbaikan secara serius dan berkesinambungan sehingga kelemahan tersebut
dapat diatas dengan baik. (Terlampir hasil self assessment pelaksanaan Good

Corporate Governance (GCG) PT. BPR KITA periode Desember 2018).

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi kewajiban Bank
dalam hal melaksanakan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

dan untuk dapat diteruskan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

q Badung,.,lO.A,in 2019

Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE* r'ea'-'-l Prima Wardana DP.SE.MM
Direktur Utama

Komisaris
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Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR
Nama BPR PT. BPR KITA
Alamat BPR Jl. Raya Dalung Buduk No.8X Desa Dalung, Kec. Kuta Utara.

Desember, 2018

Modal Inti BPR

Rp5.378,987,939

Total Aset BPR

Rp52,987,540,119

Bobot BPR

B
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Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator sB | B |ce | un | TB Hoterangan
4

1 |Pelaksanman Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrestruktur Tata Kelola (5]

BPR dengan modal inti paling sedikit RpSOM:

Jumiah angpota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang
membawahkan fungsi kepatuhan.

EPR d modal inti g dari Rp50 M:
Jumiah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan

salah satu anggota Dircksi bertindak sebagal Direkiur yang
membawahkan fungsi kepatuhan.

Jumilah angpota Direksi PT.BPR KITA adalah 2 orang
yaitu 1 Direktur Utama dan 1 Direkiur yang
membawahkan fungsi kepatuhan

|Seluruh  anpggota  Direksi  bertempat  tinggal  di
kota/kahupaten yang sama, atsu kota/kabupaten yang
herbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di
provinsi lain  yang berbatasan langsung dengan
kotafkabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR KITA bertempat
tinggal di kota yvang sama dengan lokasi Kantor Pusat
BPR

Angpota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusshasn Non El.mk dm,."a{au lemhaga lain (partai
politik atsu or i

Direksi PT. BPR KITA tidak merangkap jabatan pada
Banlk, Perusahaan Non Banle atau lembaga lainnya

Mayoritas anggota Dircksi tidak memilili  hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anpgota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris.

Ads hubungan keluarga antara Direksi dengan
Komisaris Utama

Dhreksi  tidak  menggunakan pmasl}iul pn:rurangau
danfatau penvedia jasa pr

kecuali memenubs persyaratan yaitu unruk provek yang

bersifat khusus yang dari sisi karakreristik proyeknya)

membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh

kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung
jawab, produle yveng dihasilkan, dan jangka waktu

pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedi
jasa profesional adalah pihak independen yang memilila
kualifikkas untuk proyek yang bersifat khusus dimalesud.

Tidak ada Direksi yang menggunakan penaschat
perorangan dan/atau penyedia jasa profesional
sebagai konsultan

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan
Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk
perpanjangan masa jabatan Dircksi telah diretapkan oleh
RUPS sebelum herakhir masa jabatannya.

Seluruh anggota Direksi PT. BFR KITA telah lulus Uji
Kemampuan dan Kcpatutan dan telah diangkat
melalui RUPS

Jumlah jawaban pada Skata P iF

Hasil perka.i:an untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 9
Perhitungan rata-rata dengan dibag jumlah pertanyaan

3 1.50
S):6
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata Kelola s

(S} 50%%
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No Kriteria/Indikator SB B CE | KB | TB Heterangan
¥ 2 3 4 5
1 |Pelaksanann Tugas den Tanggnng Jawab Dirclesi

B. Froses Penerapan Tata Kelola (P)

7) |Direksi melaksanakan tugas dan ranggung jawabnya Direksi melaksanakan tugas dan tanpggungiawabnyva secara
ascars independen den tidak memberilkan kuasa umum independen dan tidak memberikan kuasa umum kepada
yang dapst menpalubatian pengalihan  wpgas dan| Y pihak lain yang dapat mengakibatkann pengalihan mogas
wewenang tanpa batas.

8) |Direksi menindaklanjuti temuan audit dan relkomendasi Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan
dari Pejabar Eksekutfl yang ditunjule sebagai auditor rekomendasi dari FE dan hasil pengawasan OJK dan fatau
intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas - hasil pengawas otoritas lamn
Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

9) |Dircksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, Direkesi selalu meny walktua § da K ris dan
akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. v telah menyampaikan Laparan Kmﬂjn Realisasi RBB setiap

bulannya secara lenghkap

10) |Pengambilan keputusan rapat Dueks: yang bersifat Setap keputusan dalam rapat Direlisi dilakulkan
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, berdasarkan musy ah dan mufakat yang selanjutnya
suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah dituangkan dalam Surat Kepurusan Direks
mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan| v
mencantumban dissenting opinion jika terdapat perbedaan
pendapat.

11) (Direksi tidak menggunakan BPFR unmbk kepentingan Direksi PT. BPR KITA tidak pernah menggunakan BFR
pribadi, kehuarga, danfatau pihak lain yang dapat untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lain
merugikan atan mengurangi keuntungan BPR, serta tidak yang dapat merugilan atau mengurangi keuntungan BPR
|mengambil danfatau menerima k.:u.ntu.up;d.u pn'bd.d.l darif ¥
HPR, selain re dan VA  yang
ditetapkan RUPS.

12) |Anggota Direks: 1 k per lajaran  secara Dalam rangka peningkatan pengetahuan Direksi telah
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan bak
tentang perbankan dan perkembangan ferkini ferkait & pert maupun perkembangan terkini terkait
|bidang keusngan/lainnya yang mendul lal 1 bidang keuangan /lainnya
tugas dan tanggung jawabnyva pada seluruh U.I]deldﬂ atau
lienjang organisasi antara lain  dengan peningkatan|
keilkutsertann pegawai BPFR dalam pendidikan/pelatihan
dalam rangha pengeml kualitas individu.

13) |Angeota Direksi mampu mengimpl ilean § %I'uruh Dlrv!w 14 o FIFR’ KITA mampu
yang dimilikinya dalam pelala.s-anm tugas dan (an;,gu.ng ilan p vang dimilili antara lain
llawabnya, antara lain  pemahaman  atas  ketentuan| ¥ pem«hsman atas ketentuan mengenai prinsip kehat-hatan
mengenal prinsip kehati-hatian,

14) |Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata Dharelesa T BPR KITA menuliki pedoman ;Izm [aLa tertib
tertib  kerja anggota Direksi yang paling  sedikit dalam melak lean tugas dan TR hnva
mencantumkan etika kerja, waktu kerin, dan perataran| V¥
rapatl.

Jumlsh jawaban pada Skala Fenerapan ax1l|bx2|ex3|dxd|exs

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan B (4] a (il (4]

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan &
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan +
5): 8

Dikali dengan bobet Struktur dan Infrastukior Tata Kelola o

(8} 40%
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No Kriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Eeterangan
1 2 3 4 5
1 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

C. Hesil Penerapan Tata Helola (H)

15| |Dircksi mempertanggungiawnbkan pelaksanaan tugasnya Dalam mempertangg ablkan pelal 1t
kepada pemegang saham melalui RUPS, Direksi PT. BFR KITA se.la]u melapm-k.an laporan

X pertangpungiawabean pelal tugas kepada pemegang
|saham melalui RUFS

16] |Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh  pegawai Direks1 senantiasa gl ikasikan segala kebrjakan

i kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian, ¥ kepada seluruh karyawan

17] |Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan Hasil keputusan Direksi dituangkan dalam Surat
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan Keputusan Direksi atau Nota Dinas
secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat|
Direksi, serta dibagikan kepada selurah Direks:,

18) |Terdapat peningh huan, keahli dan Terdapat peningk P keahlian, Gan
kemampuan anggota Dircksi dan seluruh pegawai dalam kemampuan anggota Dm:km dan seluruh pegawal hal
pengelolasn BPR yang d:mmukkﬂn antara lain dengen lersehul d.iLu.ruukk.an dengan peningkatan kinerja BPR serta
peninglatan linerja BPR, penyel 1 per han yang| v pem per Talan vang dihadapi BPR
dihadapi BPR, dan pencapaian basil sesuai ekspekiasi
stakeholders.

19) {Dircksi menyampaikan laporan penerapan Tata T\elota Direksi PT. BPR KITA selalu menyampaikan Laporan
pada Otoritas Jasa K 1, Asosi BPR di Ind Penerapan Tata Kelola sesuar dengan Keteniuan Kepada
dan 1 [satu) kantor media atau majalah ekonomi danj ¥ OJK, Asosiasi BPR dan 1 media atau majalah secara tepart
keuangan sesuzu ketentuan, wakiu
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan =

& a 0 it L]

Total nila: untuk sehuuh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan .
1815
Dikali dengan bobot Strukiur dan Infrastruktur Tata Kelola

31 gy 0.10
(8] 10%
Penjumlahan S = P+ H 125
‘Total Penilaian Faktor | Dikalikan dengan bobot Faktor 1 025

-



Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

CB

4

Keterangan

e Tugns dan Tanggung Jawab Dewan K is

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5]

1]

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumiah
anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang,

BFR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)
orang.

Jumlah anggota Dewan Komisaris PI.BPR KITA adalah 2
orang yaitu 1 Komisaris Utama dan 1 Komisaris

2)

Jumlah Dewan Ki aris tidak mel
anggota Dircksi sesuai ketentuan,

paul jumlah

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT.BPR KITA tidak
melampaui jumlah anggota Direksi

3

Seluruh  anggota Dewan  Komisaris telah  Tulus  Up
Kemampuan dan Eepatmitan dan telah diangkat melalus
RUPS, Dalan hal BPR panjang masa jab

anggota Dewan Komisans, RUPS yanp mer
perpang masa |al ang Dewan Komisaris!

dilnkukan sebelum berakhirnys masa jabatan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR KITA telah lulus
Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui
RUPS

4

Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat
tinggal di provinsi yang sama atau di kotaf kabupaten pada
provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi
lokasi Kantor Pusat BPR,

Salah satu Komisaris FT. BPR KITA bertempart tinggal di
Provinsi yang sama dengan lokasi kantor Pusst BPR

5)

BPR memiliki Komisaris Independen:

#A. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan pulubh milyar rupish)
paling sedilat 50% (lima pulub persen) dari jumlsh anggota
Dewan Komisaris adalah Komisaris Independeri.

b. Untuk BPR dengen modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
|kurang duri Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah), paling sedikit satu  anggota Dewan
Komisaris meripakan Komisaris Independen.

6)

Dewan Komisariz memiliki pedoman dan tata tertib kerja
termasuk pengaturan etika kerja, wakiu kerja, dan rapat.

Dewan Kommisaris FT. BPR KITA memilik pedoman dan tata
tertib yang mengatur etika kerja, waktu kerja dan rapat
didalamnya

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota
Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR aran BPRS
laintya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutf pada
BPE, BPRS danjatay Bank Umum,

Dewan Komisarn tidak ada eapn jab g
Direlesi atau pejabat eksekutifl pada BPR{Bank Umum

8)

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak  memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama angpota Dewan Komisaris atau
Direksi.

Ada hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan
Diretur

9N

Seluruh Komisaris [ndependen tidak ada yang memilili
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atay hubungan keluarga dengen angpota Dewan

pengendali atan hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindals independen.

Komusaris lain, Direksi danfatau pemegang saham|

Belum ada Dewan Komisaris Independen

Jumlah jawaban pada Skala Fenerapan

bx32

cxE3

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilui untuk seluruh Skala Penerapan

16

(8] 50%

Perhi rata-rata deng dibagi jumlah pertanyaan v
1.78

(S} 9

Dikal dengan bobot Struktur dan Infrastrulctor Tata Kelola) e
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No

Eziteria/Iundikator

2 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10

Dewan  Komisaris  telah Laak I peng
terhadap pelaksanaan tmpgas dan tangpung jawab serta
memberikan  nasthat  kepada Direksi, antara lain
pemberian ek fasd  atau i tertulis  terkait
dengan pemenuhan  ketentuapn BPR  termasuk pronsip
kehati-hatian,

11)

Dalam rangka melalukan tugas per K

garahlan, me Al dan menge IS | n

kebijakan strategis BPR.

12)

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal
penyediaan dana kepada pthak terkait sebagaimana diatar
dalam genai batas maksi pent
kredit BPR dan hal-bal lain yang ditetaplan dalam
peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan
fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris tidak teclibat dalam pengambilan
keputisan kegiatan noperasional BPR

13)

Diéwan Komisaris memagtikan bahwa  Direksi
menindaldanjui temuan sudit intern, audit ekstern, hasil
pengawasan  Otoritas Jasa Keuangan, danjatan hasil
pengawasan oforitas lainnya antara lain dengan meminia
Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut
LemAL.

14)

Dewan Komisaris menvediakan wakiu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dibadin oleh
seluruh anggota Dewan Komisaris,

15)

P bilan keputusan rapat Dewan Homisaris yang

bersifat strategis telah dilakukan |
mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai
musyawarah mufaksat, atau sesuai Ketentuan yang berlakn
dengan mencantumkan dissenting opinion jka terdapat
perbedaan pendapat.

kan musy 1

Setiap keputusan dalam rapat Dewan K 1s dilakukan

berdasarkan musyawarah dan mufakat

16)

Anggota Dewan Komisaris tidak me faatkan BPR untulk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang
merugikan atau mengurang keuntungan BPR, serta udak
mengambil dan/atau menerima keuntungan pobadi dari
BER, selain rasi dan il laimnya yang]|
ditctapkan RUPS.

Dewan Komisaris PT. BPFR KITA tidak pernah memanfaatkan
BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak
laun yang dapat merugikan atan mengurang keuntungan
BPR

17)

Anggota  Dewan Komisaris 1P

terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
yang memerlukan tindak lanjut Direksi,

Jumlah jewaban pada Skala Penerapan

axl

hx2

X3

dx 4

exh

Hasil perkalian untuk masing: Skala Penerapan

Total nilai unmik seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyasan|
S8

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata Kelola
{S): 40%

0.80

il P, Tata Kelola (H)

18)

Hasil rapat Dewan Komisars dituangkan dalam risalah|
rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jclas,
termasuk dissenting opinions yang terjadi jila terdapat
perbedaan  pendapat, serta dibagikan kepada  seluruh
anggota Dewan Komisaris,

Hasil rapat Dewan Komisaris dituanghkan dalam risalah
rapar dan didokumentasi dengan baik,

Jumlah jawahan pada Skala Penerapan

axl

bx2

d x4

2x5

Hasil perkalizn untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Pencrapan

Perhitungan rata-rata dengen dibagi jumlah pertanyazn
1S): 1

1.00

Dikali dengan habot Strukiur dan Infrastrulkiur Taa Kelola
|S): 10%

0.10

Penjumlahan S+ P+ H

179

Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Fakior 2

027

-




Kriteria/Indikator

Heterangan

i dan P Tugas atau Fungsi Komite

ktur dan Tata Kelola (5]

BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau
Risilto dengnn anggota Komite sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx 3

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untulk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibag jumlash pertanyaan
[S): 1

0.00

Dikali dengan bobet Strukmur dan Infrastrukiar Tata Kelola
(S): 30%

(.00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P}

2)

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan
fungsi audit intern.

3)

Komite Pemantau Risike melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungs manajemen risiko.

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang
dibentule menjalankan tugasnva secara efektif antara lain
telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4q

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

‘Total nilal untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
=) 3

0.00

Dikali dengan bhobot Struktir dan Infrastrulctur Tata Kelola
(S): 0%

(.00

C. Hasil Penerapan Tate Kelola (H)

5]

Komite memberikan rekomendas: terkail penerapan audit
intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan
Komigaris untuls tindak lanjut kepada Diréksi BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3d

dx4

exs

Haml perkaban untuk masmg-masing Skala Penerapan

Total nilen untulk selurub Skala Penerapan

Perhitungan rata-tata dengan dibagi jumlah pertanyaan
Sl

0.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola
1S): 10%

0.00

Penjumlahan 8 + P+ H

Total Penilaian Faktor 3 TDikalikean dengan bobot Faktor 3

0.00

e d




Kriterin/Indikator

TB

4 | P

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1

BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian
|mengenai bentursin kepentingan yang menglat setiap
|pengurus dan  pegawai BPR  termasuk
dokumentasi dan pengungkapan benturan lkepentingan
dimalesud dalam Risalah Rapat.

administrasi, |

PT. BPR KITA telah memiliki kebijakan standar prosedur
OPETAST PENE 1 benturan ingan.

Jumlah jawaban pada Skala Fenerapan

axl

bx3

cx3

dx4

exh

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk selurah Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah pertanyaan
(S 1

Loo

Dikali dengan bohot Struktur dan Infrastrukiur Tata Kelola)
(S}: 50%,

0.50

B. Proses F

pan Tata Kelola (P)

2}

Dalam hal tefjadi benturan kepentingan, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Ekschunf tidak
mengambil tindakan yang dapst merugiken  atau
mengurengi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi
transaksi vang memibiki benturan kepentingan tersebut.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan PAE tidak mengambil
tindakan yang dapat merugikanmengurangi keuntungan
BPE dalam hal terjadi benturan kepentingan

Jumlah jawaban pada Skaln Penerapan

hx2

cxd

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Pencrapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumbah pertanyaan
S

100

Dikali dengan bobot Strukiur dan Infrastrukiur Tata Kelola
(S 40%

0.40

C. Hasil P

pan Tata Kelola (H)

3)

Benruran kepentingan yang dapat merugikan BPR atau
mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap
|keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik,

Tiddak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan
BPR atau mengurang keuntungan BEER

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cxd

dx4d

eX o

Hasil perkalian untk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk sehuruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan
Sh 1

a.10

Dikali dengan bobot Stwrukwr dan [nfrastruktur Tata Kelola
[8): 10%

1.00

Penjumlahan S+ P+ H

1.00

Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan boboet Faktor 4

.10

£ d



No Kriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Heterangan
1 2 3 4 5
5 |P pan Fungsi Ki tuk

A, Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S}

1) |BPFR dengan modal inti paling sedikit Pada PT. BFR KITA Direksi vang membawahlan fungsi
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): kepatuhan tidal menangani penyaluran Dana
Anggota Direlesi yang memb firngsi
memenuhi persyaratan paling sedildt untuls:

a. tidak merangkap sebaga Direktur Utamas;

b. tidak membawahkan bidang operasional penglhimpunan

dan penyaluran dana; dan

¢, mampu belterja secara independen. v
BPR dengan modal inti kurang dari

RpS0.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupinh):

Anggota Direlisi yang membawahkan fungs Kepatuhan

tidak menangani penyaluran dana.

2]  |Anggota Direksi vang membawahkan fungsi kepatuhan Direlsi vang membawahkan fungsi kepatuhan memahami
memahami  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  dan betul peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan
peraturan  perundangundangan  lain  yang berkaitan| V lain yang berkaitan dengan perbankan
dengan perbankan.

3 |BPR dengan maodal inti paling wedileit | PL BPE KITA telab menunjule 1 orung pejabal ehselautl yang)
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): menangani fungsi kepatutan sesuai engan Surat Keputusan
Pelaksanaan fungsi  kepamuhan  dilakukan  dengan Direlesi No.0 18 /SK.DIR/TV/2017 dan telah dilaporkan
membeniuk satuan kera kepatuhan vang independen kepada OJK
terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari|
RpS50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah|:
Pelakssnaan fungsi kepanthan  dilakukan  dengan
menunjuk Pejabar Eksekutl vang menangani  fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kers atau fungsi
operasional.

4) |Satuan kerja kepatuhan atau Prjabat Eksekutdl yang PE yang menangani fungsi kepatuhan tefah melakukan
menangani  fungsi kepamhan menyusun dan/atau pengkinian pedoman kerja sistem dan prosedur keparuhan

skinikan pedoman  kerja, sistem, dan  prosedur| ¥ sesual dengan aturan yang berlakou,
kepatuhan.

5| |[BPRmemitiki ketentian intern mengenal figas, wewenang, BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan kode etik
dan tangsung jawab bagi saman keria kepamihan atau kepatuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan
Pejabart Eleseloutifl yang menangani fungsi kepatuhan. ¥ tangpungiawab PE yang yzani fungsi } F
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cxd|dx4|ex5 )
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan .

3 L[4} L] o (1]
Total nilas untuk seluruh Skala Penerapan )
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan| 100
8): 5 :
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.50

(8): 507

£ d



No Kriteria/Indikator sB | B |cB | kB | TB Keterangan
i 2 3 4 5
5 |Pencrapan Fungsi Kepatuhan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
6) J\nggnm T_hrrksl yang memhbhawahkan fungsi kepatuhan Direksi yang membawahkan fungst kepatuhan selaln
kah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR relah meémnuhi seluruh peraturin OJK
.‘k-m BPR ielsh memenuhi seluruh  peraturan dan perundang-undangan lain termasuk penyampaisn
Utoritas  Jasa Keuangan dan peraturan  perundang- o Iaporan tepat wakiu kepada CJK ataupun kepada Otoritas
undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada lainnya
Otoritas Jasa Keuangan dan oforitas lainnya.

7} |Anggota Dircksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Dircksi yang membawahkan fungsi | i lakulkan
melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budayva upava terciptanya budaya kepatuhan BFR mehjm
kepatuhan BPR antara lain melalui  sosialisasi don| v snsialisasi dan pelatiban terkait ketentuan tecking dari OJK
pelathan ketentuan terkini. araupun Oteritas lainnya kepada sclutuh Pengurus dan

Karvawan PT. BPR KITA
B) |Anpgota Direksi yang memt hkan fungsi kep Direlesi yang membawahkan fungs: kepatuhan telah
dan jaga keg ) BPR terhadup seluruh melalukan pemantaunn dan menjogn kepatuhan BPR
komitmen yang dibuat oleh BFR kepada Otoritas Jasa terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada
Keuangan termasuk melakokan tindakan  pencegahan OJK melalui penyampaian laporan tepat wakiu dan tidalk
bila terdapat kebii: 1 dan/amau ker Direksi| v tadanya penyimpangan terbadap ketentuan yang berlaku

BFR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa

Heuangan dan peraturan perundang-undangan.

9) |Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutf yang PE yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan
menangani fungsi kepatuhan memastikan hahwa seluruh bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistemn dan prosedur
kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan serta kegiatan usaha vang dilakukan BPR sesuai dengan
usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan k.uhzmru:m v ketentuan OJK melahui sosialisasi dan pelatihan yang
Otoritas  Jasa K 1 dan p 1 per 2 berkelanjutan kepada seluruh pejabat dan pegawai FT.BPR
undangan. KITA.

10) [Satuan kerja kepamhan atau Prijabar Eksekutif yang PE yang menangani funpgsi kepatuhan senantiass berusaha

i fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau melakiukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem
merekomendasilan  pengitinian  dan  penyempurnaan maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang = dengan ketentuan OJK dan perundang-undangan
dimilili oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
|Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|ecx3|dxd|ex5
Hasil perlcalian untul masing-maging Skala Penerapan 3 4 0 o o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan ok
Sk 5 :

Diikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola i
S): 40% i

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) |BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap Tidak ada pelanggaran yang dikukan oleh Bank dan Bank
ketentuan, = akan terus berupaya menurunkan tingkat pelanggaran

terhadap ketentan.

12) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Trireksi yang memhbawahlan fungsi keparthan akan
TN ik laporan pelak rann tugas dan tanggung| ilean laporan pelal 1 tugas dan
jawah secam berkala kepmla Direknir Utama  dengan| rnnggunmawabsm berkala epada Direktur Utama dan
tembusan kepada Dewuan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisari
Direksi yang membawahkan [unpsi kepatuhan adalah i
Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris.

13} |Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Tidak ada kebyjalem (keputusan Direlost vang menyimpang
menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa dari peraturan OuJK dan/atan perundang-undangan. Dan
Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan apabila ada Direksi yang membawahkan fungsi kepatnthan
Direksi yang menyimpang dar peraturan Otoritas Jasa 2 akan menyampaikan kepada OJK dalam bentuk Laporan
Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, Hhusus
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan axl|bx2|cx3|dxd|exd
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 - 3 5 5
Total nilai untulk seluruh Skala Penerapan 4
Ferhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

; 133
(=3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukorur Tata Kelola

s 0.13
S): 10%
Penjumlghan S+ P+ H 1.19
Tatal Penilaian Faktor 5 Dikalikan d bobot Falktor 5

0.12

o




Hriteria/Indikator

SB

Fungsi Audit Intern

A. Btruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5]

1)

BPFR deagan modal inti paling sedilit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Samian Kerja Audit Tntern [SEAT).

EFR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima pulub milyar rupiab):

BPR memiliki Pejabat Eksekutil vang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi andit intern.

PT. BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sesual
dengan SK Direksi No.007 /SK.DIR/11/2017 dan telah
dilaporkan ke OJK

2)

SKAI atan Pejabat Eksckutif yang bertangging jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memilikd
dan mengkinikan pedoman kega serta sistem  dan
prosedur untuk melaksanakan tugas bag auditor intern

sesual peraturan perundang-undangan dan telah disetujud]

oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

PE yang bertangging jawab techadap pelaksanaan fungsi
audit infern telah memiliki SOP Satuan Pengawas Intern
sebagal pedoman kerja dan telah disetujui oleh Direkiur

Utama

3)

SKAI atau Pejabat Eksekutif vang bertangming jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadap satuan kerja operasional (satuan kerga terlit
dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungs
audit intern independen terhadap satuan kerja operasional

4)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yeng bertanggung jawab)

terhadap pelaksanaan fungs: audit mtern bertanggung)
jawab langsung kepada Direktur Utama,

PE vang bertanggung jewab terhadap pelaksansan fungsi
audit mtern bertanggungiawab langsung kepada Direlstur
Utama

5)

BPR memiliki program rekrutmen dan  pengembangan |

sumber dayva manusia yang melaksanakan fungsi audit
intern.

Program relrutmen sudah tertuang didalam SOP
penerimaan karyawan dan untuk program pengembangan
SDOM Banlk mengikuisertakan karyawan dalam kegiatan
sosialisasi dan pelathan yang diadakan rutin setiap
tahunnya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cxd

dxd

exs

Hasil perkalian untuk masing masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyasn|

(Sl 5

1.20

Dikali dengan hobot Strulktur dan Infrastrulcur Tara Kelola
{S): 50%

0.60

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

)

BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit infern vang telah disusun oleh
BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara
lanpgsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan
BPR dan masyarakat.

= 5|

PT. BPR KITA telah menerapkan fungsi audit intern pada
seluruh aspek dan kegiatan Bank

7)

EPR dengan modal inti puling sedilit)
Rp350.000.000.000,00 (lime puluh milyar rupiah);

BPFR menugaskan pihak ekstern unmuk melakukan kaji
ulang paling sedikir 1 {satu) kali dakun 3 (tiga) tahun atas|
kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit
intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan vang|
munglm dilakukan.

8

Pelaksanaan fungsi audit intern  (kegiatan  audit)
dilaksanalkan secara memadai dan independen yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program  audit,
pelaksanaan audit, pelaparan hasil audit, dan tndel lanjut
hasil audit.

Fungs: audit mtern telah dilaksanakan secara memadai dan
mdependen

4

BFR Il i} ingh mutu keter flan

sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan
terkait dengan penerapan fangsi audit intern,

Dalam ramgka penimgl mutu keter. ilan SDM Bank
selalu mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan

lisasi dan | yang disel akan aleh OJK,
Perharindo ataupun lembags lainnya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

hx2

exd

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk scluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rats dengan dibag jumlah pertanyaan
(S 4

1.25

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruliur Taia Kelola
(S): 400%

0.50

o~



No Kriteria/Indikator B CB | KBE | TB Keternngan
1 2 3 4 S5
6 |P pan Fungsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Tata Helola (H)

10) [SKAl atau Pejabat Eksekutif vang bertanggung jawab PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungs
terhadap  pelaksansan  fungsi  audit  intern  telah audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan

ryampaik laporan peial audit intern kepada audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisars
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengs W
kepada anggota Direksi vang membawahkan fungsi
Kepatuhan.

11) |BFR telah yampaikan laporan pelaksanasan dan pokok- Bank telah il laporan pel dan pokok
pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada pokok hasil audit intern kepacda OJK setiap tahun secara
|penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai| v tepat waktu.
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12) |BFR dengan modal inti paling sedikit -

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah}:

BFR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak -
ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

Oioritas Jasa Keuangan.

13} |BPR dengan modal inti paling sedikit PT.BPR KITA telah menyampaikan laporan penganpghkatan
Rp50.000.000.000,00 (lima pulub milyar rupiah): PE yang bertanggungj b terbadap pelal 1 fungsi
BPR yampail Laag pengangkatan  atau audit intern kepada OJK tanggal 01 Februari 2017 dan
pemberhentian  Kepala SKAI kepada Otoritas  Jasa akan menyampaikan jika ada f hentian PE.
Keuangan sesuai keteniuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari k>

Rp50.000.000.000,00 (lima pulub milyar rupiah):

BPR  menyampaikan  laporan pengangkatan At

pemberhentian Pejabat Eksckutif vang bertangming jawahb

terhadap pelaksanaan fungsi andit intern kepada Otoritas

Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

| Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd|exs
Hasil perkalian untuk masing-maging Skala Penerapan = 5 & R 8

Total nilai untuk selurub Skala Penerapan

th

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(8K 4 1.25
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola i
[S): 10% s

Penjumiahan S + P+ H 1.23

Total Pernlaian Faktor 6 Dikahkan dengan hobot Faktor &

012

-



No Kriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Keterangan
1 2 3 4 =
7 |Penerapan Fungsl Audit Ektern

A Struktur dan Infrastruktur Tata Eelola (S}

1) |Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Peougasan audit kepada Aluntan Publik dan KAP telah
[Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas memenuhi aspelc-aspek legalitas perjanjian kerja, mang
| perjanjian kerja, ruang linglkup audit, standar profesional . lingkup audit, lar profesional ak publik dan
aluntan publik, dan kemunikasi antara Otoritas Jasa komunikasi smtara OJK dengan KAP
Keuangan dengan KAP dimalosud,

Jumlah j ban pada Skala Penerapan axl|bx?|ex3|dx4|exs
Hasil perkalisn untuk masing-masing Skala Penerapan ; o G o ”
Total milai untul selurah Skala Penerapan L
Perhiturigan rata-rama dengan dibagi jumlah pertanyaan 100
{551 :
Dilali dengan bobot Surukiur dan Infrastruktur Tata Kelola

; 0.50
(3]s 50%

B. Proses P pan Tata Kelola [P)

2) |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BFR, BPR PT. BPR KITA menujulc KAP Drs. Sri Marmo Djogosarkoro &
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Rekan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR
Otoritas Jasa Heuangan serta memperoleh persetujuan) tahun 2018 dan telah mendapatkan persetujuan RUPS
RUFPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris,

3) |BPR 1elah melaporkan hasil audit KAP dan Manogement PT. BPR KITA telah melaporian hasil audit KAP dan
Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan, v Management Letter posisi 31 Desember 2018 kepada OJK

padia tanggal 25 Maret 2019
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2jcxd|dxd|exs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 0 o 0 o
Total nilai uniuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanvaan
1.00

(S): 2
Dileali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

= 0.40
(S): 0%

C. Hasil Penerapan Tata Helola (H)

4) |Hasil andit dan Manegement Letter telah menggambarkan Hasil audit dan Management Letter yang disampaikan aleh
per Jat BPR dan di: paikian secard tepat wakiu KAP telah menggambarkan permasaiahan BFR dan
kepada BPR oleh KAF yang ditunjuk. i f disampaikan tepar waktu kepada BPR

5) |Cakupan hasil audit paling sedikit sesua dengan ruang Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang linglup
lingkup audit sebagaimana diatur dalam  ketentuan| o audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax]l|bx2)cx3|dx3d|exs

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 “ a - 0

Total pilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 160
(=2 ¢
Dikali dengan bobot Strukrur dan Infrastruktur Tata Kelola 0.10
(S 10% *
Penjumlak S+P+H 1.00

Tatal Penilaian Fakior 7 Dikalilean dengan bobot Faktor 7

003
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KEriteria/Indikator

TB

Keterangan

8 |Penerapan M

Risiko te k Si P dati

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentok Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risilo;

BPR dengan modal intd paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan pulnh
| milyar rupiah):

BPE telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPFR dengan maodal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR telah menunjuk sawm orang Pejabat Eksekutil yang
bertanggung jawab terhadap penerapan fungs: Manajemen
Risiko.

PT.BPR KITA telah menunjuk | orang PE yang bertanggung
liawal terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko sesuni
dengan SK Direksi No.018/SK.DIR/IV/2017 dan telah
melaporkan kepada OJK.

BPR memiliki kebijjakan Managjemen Risiko, prosedur
Manaj 1 Risiko, dan ¢ limit Risiko.

PT.BPR KITA telah memiliki pedoman manajemen risiko BPR

3)

HPR memiliki kehijakan dan prosedur secara tertulis
mengenai pengelolaan risilio yang melekar pada produk
dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

Hank akan menyusun kebijakan dan prosedur secara
termlis mengena pengelolaan risiko yang melekat pada
produlk dan aktivitas baru

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

hx2

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skals Penerapan

Perhituimgan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
153

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

(S): 50%

o~




Skala Py
No Mriteria/Indikator sB B CB | KB | TB Heterangan
1 2 3 4 5
8 |F pan Manaj Risiko t k Sistem Pongendalian
B. Froses P Tata Kelola (P}
4)  |Dhircksi: Direlesi telah menyusun kebijakan dan pedoman
a. menyusun kebijakan dan  pedoman  penerapan Manajemen Risiko dan akan terus melalukan evaluasi
Mangjemen Risiko secara termlis, dan v terhadap penerapan tata kelola
b. mengevaluasi dan memutuskan iransaksi yang
memerfukan persetujuan Direksi.
5) |Pewan Komisaris : Komisaris telah mengevaluas kebijjakan dan ped
a. menvetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Manajemen Risiko dan akan melalukan evaluasi terhadap
Risiko, pertangungjawaban Direksi dan Penerapan Tara Kelala BPR
b, mengevaluasi pertangy ban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Mar Risilto, dan v
©. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi
yang herkaitan dengan transaksi yang memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris.
6) |BPR.  melakukan proses  identifikasi, pengukuran, Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran,
P dan p lalian Risikn terhadap seluruh v p sanl dan per dalian risike terhadap seluruh
falctor Risiko yang bersifat material, faktor risiko
7] |BPR menerapkan sistern  pengendalisn  intern  yang Bank telah menerapkan sistem p lalian intern secara
menyeluruh. ¥ menyeluruh
8) |BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko Bank telah menerapkan manajemen risiko atas sclurzh
vang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Kevangan. | risiko sesuai ketentuan OJK
9) |BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem Hank telah menggunakan lavanan SLIK dalam rangka
|informasi il yang pu menyedinkon data dan mendapatkan informasi kredit
informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, b
10) |Direksi telah melakukan pengembangan  budaya Direks: telah melakukan pengembangan budaya Manajemen
manajemen risiko pada selyrub jenjang organisasi dan Risiko dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan
peningkatan kompetensi SOM antara lain melalui pelatiban| dan sosialisas | 1a seluroh jenjang organisasi rutin
dan fatau i mengenai aj isilen. setiap tahunnya
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|exs
Hasil lcali nimk i ing Skala P ap
asil perlalian u ' ar N 6 a o o
Taral nilad untuk selurirh Skala Penerapan 12
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaen -
87 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruliur Tata Kelola
0.69
(S 40%
C. Hasil Penerapan Tata Helols (H)
11) |BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain Bank akan menyusun laporan profil risiko sesuai ketenman
(jiika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ” dan skan melaporkan kepada OJK
sestal ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,
12) |BPR menyusun laporan produk dan akovitas baru yang) Bank akan menyusun laporan produk dan aktivitas barm
dilaporkan  kepada Otoritas Jasa Keuangan sesual v dan akan melaporkan kepada OJK apabila ada
ketentuan (toritas Jasa Kenangan.
Jumlah jawaban pada Skala P pan exl|bx2|cx3|dx4fexs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan o 2 o 4 o

Total nilai untuk selurub Skala Penerag

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanvaan

=) 2 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata Kelola

x 0.20
S} 10%
Penjumlat E+P+H 172
Total Penilaian Faktor 8 Dilcalil d bobot Faktar 8

017
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Hriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Keterangan

Bates Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1] |BPR telabh memiliks kebijakan, sistem dan prosedur tertulis Banle telah memililt kebijakan terkait BMPK yang
yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian i dituangkan dalak PEPB dan pemberian kredit kepada pihak
kredit kepada pihak terkair, debitur grup, dan/atau terkait sesual dengan Surat Keputusan Direlsi
debitur  besar, berikut ing dan penyel v No.050/SK.DIR/X/2018.
masalahnya sebagal bagian atau bagian terpisah dari
ped 1 kebijakan perkreditan BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|jdxd|ex5

Hasil perkalian untulk = ing Skala Pe 1

1 o o o a

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah perianyasn o0
1S8): 1 3
DBikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

= o 0.50
[S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Helola (P)

2) |BPR secara herkala mengevaluasi dan  mengkinikan Bank telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan,
| kebijukan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan| sistem dan prosedur BMPK agar sesuai denpan peraturan
dengan peraturan perundang-undangasn. perundang-undangan

3) |Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait Proses pemberian kredit telah memenuhi ketentuan OJE
dan/atau pemberian  kredit besar telah memenuhi tentang BMPK dan selalu memperhatikan prinsip kehau-
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan hatian

memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraniran
perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd|exs

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan ratz-tata dengan dibagi jumlah pertanyaan 00
3): 2 o
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata Kelola
= 0.40
(5] 40%
C. Hasil P Tata Kelola (H)
4} |Laporan pemberian kredit aleh BPR kepada pihak teckait PT. BPR KITA selalu menyampaikan laporan pemberian
dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau kredit kepada pihak terkait/kredit yang melampaui BMPE
melampaui BMPK  telah disampaikan secara berkala kepada OJK lepat waktu seliap bulannya.

kepada Otoritas Jasa Keuangan secara henar dan tepat| Vv
waktu sesuasi ketentuan Otoritas Jasa Kenangan.

5] |BFR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPE sesuai] PT. BFR KITA tdak pernah melanggar dan fatau melampaui
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, X BMPK sesuai ketentuan OJK
Jumlah juwaban pada Skala P axli|bx2|ecx3jdx4|ex5

Hasil perkalian untuk masmg-masing Skala Penerapan

Total nilai unwk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
1.00

18} 2
Dikali dengan hobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

i 0.10
(8 10%%
Penjumlahan S + P+ H 1.00

Towal Penilaian Faktor 9 Dikalilan dengan bobot Faktor 9

“*




Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CH | KB | TB Keterangan
it 2 3 4 5
10 |Rencana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |Rencana bisnis BPR ielah disusun oleh Direksi dan FI. BPR KITA telah menvusun EBB dan telah disetujui oleh
disetujui vleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan mis| | Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan vist 8 mis
BPRE. Hank

2) |Rencana bisnis BPFR menggamharkan rencana strategis) RBB yang disnsun telah menggambarkan rencana straregis
liangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk ljangka panjang dan rencana bisnis tahunantermasuk

penyelesaian pen lahan BPR yang signifikan| T penyelesaian per lahan BPR vang signifikan
dengan cakupan sesuni  ketenfuan  (Moritas  Jasa sesual dengan ketentuan OJK
Keuangan.

3) [Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang] REB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
|saham dalam rangka memperloat permodalan  dan =
infrastruktur yang memadal antara lain sumber dayal o
manusia, teknologl informasi, jaringan kantor, kebijakan,
dan prosedur.

Jumlah jewaban pada Skala Penerapan ax1|bx2|cx3|dxd|exd
Hasil tule ing Skala Pene

Aastl g un ¥ iz} ) rl'l'pan 3 0 o 0 n
‘Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan

1.00

(S1: 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

9 0.50
(S): 50%

B. Proses P Tata Helola [P)

4)  |Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan Penyusunan RBH telah mempertimbangkan laktor eksternal
paling sedikit: dan internal, azas perbankan vang sehat serta pencrapan
a. faktor cksternal dan internal yang dapar mempengarihi manajemen risiko.
kelangsungan usaha BFR; v
b. azas perbanlan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;
dan
€. pEnerapan manajemen rsiko.

5] |Dewan Komisaris lal han terhadap Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
pelalisanaan rencana bisnis BPR. terhadap pelaksanaan RBB dan telah menyampaikan

" Laporan Pengawasan RBE semester 1T tahun 2018 kepada
OJK pada tanggal 25 Februari 2019

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axI|bx2|cx3|dxd]|exs
Hasil perkalian untuk masir ing Skala P 2 o 0 0 o
Total nilai untuk selurubl Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-raia dengan dibagi jumiah pertanyaan e
(s]: 2 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulktur Tata Kelola

030
(8): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Helola [H)

6) |Rencana bisnis iermasuk perubahan reocana bisnis PT. BPR KITA telah paikan laporan realisasi REB
|disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuail o perinde Dessmber 2018 kepada OJK pada tanggal 24
ketenman Otoritas Jasa Keuangan. Januari 2019
Jumlah juwabarn pada Skala Penerapan axl|bx2|lcx3|dxdjex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan : 5 o o o

Total pitai unmlk selurmh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

10

sk 1 il
Dikeali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata Kelola

0.10
[S): 10%%
Penjumlahan S+ P+ H 1.00
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bebor Falior o

o~




o Hriteria/Indikator SB B CE | KB TE Heterangan
1 2 3 4 5
11T T i kondisi ks gan dan non keuangan, serta

A. Btruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)

1} |Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non kenangan Sistemn pelag k gan dan non ki gan telah
vang didulung oleh sistem informasi manajemen yvang| didukung aleh sistem informasi manajemen yang memadai
memardai  sesuai  ketentuan termasuk  sumber daya sesual ketentuan termasuk SDM yang kompeten sehingea
manusia vang kompeten untuk menghasilkan laporan yvang! v menghasiikan laporan yang lenglkap, akurat, kini dan utuh
lengkap, akurat, kini, dan utuh,

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2lex3|dx4|ecxs
Hasil perkalian untuk 5 ing Skala Penerar
i 0 0 0 0

Total nilai untuk scluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan b
{5): 1 <
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukour Tata Kelola)

0.50
[S): 50%s

B. Proses Py pan Tata Helola (P)

2) |BPR menyusun laporan  keuangan publikesi  setiap TT. BPR KITA telah menyusun laporan keuangan publikasi
triwulanan dengan materi paling sedikit memuar laporan setap wulan sesuai dengan ketentuan OJE,
keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan|
komposisi pemegang saham sesual ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

3 |BPR yusun lag I dengan materi paling FT. BPR KITA telah menyusun laporan tahunan sesuai
sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dengan ketentuan OJK.
dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR|
(apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, 4
serfa sclurnh  aspek pengungkapan sesusi ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

4} |BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai FT. BPR KITA telah melal kan I i informasi
produk, layanan dan/atan pengginaan data nasabah BPR mengenai prodik; lay dan per dana hak
dengan berpedoman pada persyaratan dan lata cara sesuail sesual denpan ketentuan OJJK
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5} |BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, PT. BPR KITA telah menyusun dan menyajikan laporan
jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan| o {sesual dengan ketentuan CJK
Otoritas Jasa Keuangan,

Jumiah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|ex3|dxd|exS
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan . . . o 5
Total nilai untuk sehiruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-roata dengan dibagi jumlah pertanyaan

5 - 100
S5k4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

0.40

(S 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola [Hj

6) |Laporan tahunan dan laporan  keusngan  publidasi FT. BPR KITA telah telah ditandatangani oleh Direksi
ditandatangani paling sedikit eleh 1 {satu) anggeta Direksi dengan mencantumkan nama dengan jelas dan telah
dengan  mencantumkan nama sccara  jelas  serta melaporkannya kepada OJK dan dipublikasikan sesuai

{isampaikan secara lengkap dan repat wakm kepada . ketentuan OJK
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesual
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7] |Laporan penanganan pengaduan dan  peny PT, BPR KITA telah peilcar laporan
pengaduan, dan lag pengaduan dan dndak lanjut pengadusan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesua
pelay n dan penyelesai pengaduan  disampaikan| ¥ dengan ketentuan secars tepat wakto
sexnai Ketentuan secara tepat waldhy.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2lex3|dxd|exs
1 tealia ke ing Skala P

Hasil per’ T LT i Penerap = A a 0 o
Taotal nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 1.00
8k 2 :
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata Kelola

0.10
(S): 10%:
Penjumlahan S + P+ 1L 1.00
Total Penilaian Fakior 11 Dikalikan dengan bobot Fakior _

11

123




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor 0.25 0.27 - 0.10 0.12 @®12 .03 0.17 008 0.08 008 1.28
Predikat Komposit Sangat Baik
Kesimpulan

Berdasarkan hasil Self Asessment pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR KITA periode Desember 2018, Nilai Komposit Tata
Kelola sebesar 1.28 dengan predikat Sangat Baik. Dan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. BPR KITA telah memenuhi ketentuan OJK tentang persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, integritas, kompetensi
dan reputasi keuangan dari Dewan Komisaris maupun Direksi yang ada.

2. Bank telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
3. Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan
4, Bank telah menunjuk Pejabat Ekselcutifl Manajemen Risiko

5. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

6. Tidak terjadi internal fraud pada periode tahun 2018

7. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan

8. Bank telah menyusun rencana bisnis Bank yang disusun secara periodik dan disesuaikan dengan visi dan misi
PT.BPR KITA

9. Bank telah melakukan /memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK dan Lembaga lain dalam rangka transaksi
kondisi kenangan dan non keuangan

10. Bank belum mempunyai anggota Dewan Komisaris Independen dilihat dari adanya hubungan keluarga antara
Komisaris Utama dengan Direktur dan Komisaris dengan Pemegang Saham

lda Avu Indsh Utami Dews:
Komisaris

-+
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